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Mengingat

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR - : TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS

KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA

KABUPATEN PAMEKASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten Pamekasan,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan
Fungsi Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil
Republik Indonesia;

1.

@\)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor
19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);



10.

11.

12,

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587);

Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018),
sebagaimana tefah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4194);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang
Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4263);

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang
Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps
Pegawai Republik Indonesia;



Menetapkan

13.

14.

15.

16.

18.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor PER/13/M.PAN/5/2008 tentang Eselonisasi Jabatan
Struktural di Lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus dan
Sekretariat Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nasional Nomor 19 Tahun
2008 tentang Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan secara
penuh dan diangkat dalam Jabatan Struktural di Lingkungan
Sekretariat Dewan Pengurus dan Sekretariat Pengurus Unit
Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008

tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 7);

Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2014
tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus
Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Kabupaten
Pamekasan (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun
2014 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPS PEGAWAI NEGERI SIPIL
REPUBLIK INDONESIA KABUPATEN PAMEKASAN.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten
Pamekasan.

Bupati adalah Bupati Pamekasan.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Pamekasan.



5. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai
Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan Organisasi
Negara.

6. Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia yang selanjutnya
disingkat KORPRI, adalah Korps Pegawai Negeri Sipil Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden
Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik
Indonesia.

7. Dewan Pengurus KORPRI adalah Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Pamekasan.

8. Ketua Dewan Pengurus KORPRI adalah Ketua Dewan Pengurus
KORPRI Kabupaten Pamekasan.

9. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI adalah Lembaga
Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Pamekasan.

10. Sekretaris adaiah Kepala Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Kabupaten Pamekasan.

BAB II
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI
Pasal 2

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai tugas
melaksanakan dukungan teknis operasional dan administrasi pada
Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas dan
wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam
lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 3

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai fungsi :
a. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerjasama;
b. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olah raga, seni, budaya,
mental dan rohani;
. penyelenggaraan kegiatan usaha, bantuan hukum dan bantuan
sosial;
d. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Sekretariat
Dewan Pengurus KORPRI; dan
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui
Sekretaris Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.



Bagian Kedua
Sub Bagian Umum dan Kerjasama

Pasal 4

Sub Bagian Umum dan Kerjasama mempunyai tugas :

a. menyelenggarakan administrasi umum, surat-menyurat, tata
usaha dan kepegawaian;

b. menyusun program, anggaran dan kegiatan KORPRI;

c. menyelenggarakan kerjasama dengan instansi pemerintah
maupun pihak ketiga;

d. menyusun laporan dan evaluasi; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani

Pasal 5

Sub Bagian Olah Raga, Seni, Budaya, Mental dan Rohani mempunyai
tugas :
a. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan olah raga;
b. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan seni dan
budaya;
c. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan mental dan
rohani;
d. menyusun laporan dan evaluasi; dan
e. melaksanakan tugas fain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat
Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial

Pasal 6

Sub Bagian Usaha, Bantuan Hukum dan Sosial mempunyai tugas :
a. menyusun kebijakan dan program/ kegiatan kewirausahaan;
b. melaksanakan peningkatan kesejahteraan anggota;
c. memberikan bantuan hukum dan dukungan terhadap
permasalahan kedinasan;
d. memberikan bantuan sosial kepada anggota yang sakit,
meninggal dunia, dan/atau terkena bencana/ musibah lainnya;

e. menyusun laporan dan evaluasi; dan



f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai
dengan bidang tugasnya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 2 roiemter 2014

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal ¢ Icusemter £o12

SEKRETARIS DAERAH,
‘j ,
AL “/I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2014 NOMOR

3
Ly



